KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN
Nomor: 36/FTSN-PS/KISB/XIL2018
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi lnformasi Provinsi Sumaters Barst memeriksa dan memutus Sengketa
Informasi Publik Nomor Registrasi 03/VIVKISB-PS2018 yang digjukan oleh :

Nama  : Jufri Osra
Alamat : JI. Kelspa Gading Rsva Nomor (08 RT/RW 004012 Kelurnhan Ulak Karang

Selatan, Kecamatan Padang |Jtar;

selanjutnya discbut sebagai Pemobon.
Terhadap

Nama : Atasan PPID PT. PLN Unit Layanan Pelanggan Belunti Kota Padang
Pruvinsi Sumarera Barmt
Alamat  : JL Khatib Sulasiman No. 44 Kots Padang, Provinsi Sumatera Barat:

Dalam persidangan diwnkili oleh Penerima Kuasa sebagai berikut -

|, Remialis selaku PLT Manager Komunikasi PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah
Sumatera Barat:

2. Hendriansysh seluku Manager Efisiensi Pengukuran dan Mutu Sistem Distribusi
PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat.
3. Tajri ED selaku Manager Bagian Transaksi Enegri Listrik Unit Pelaksanaan
Pelayanan Pelanggan Padang;
4, Muuliuﬁmmmuhlmhinmgc Unit Luyanan Pelanggan Belanti: On
5. Ravi Fernandes sclaku Supervisor Transaks| Encgri Listrik Umlfl e %

Pelanggan Belanti: + BN LG
) (k) ).
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6. Evi Pumama Sari selaku Assistani Manager pada Bagian Hukum Unit Induk
Wilaynh Sumatern Barat. Sub Bidang Hukum Sumatera Barat, Sub Divisi
Sumatera, Divisi Hukum Korporat PT. PLN (Persero) Kantor Pusat;

7. Glenvse Obelin Swastiko, 8.H., M.H selaku Assistant Analyst Hukum pada Bagian
Hukum Unit Induk Wilavah Sumatera Barat Sub Bidang Hukom Sumatera Barat
Sub Divisi Sumatera Divisi Hukum Korporat PT. PLN (Persero) Kanlor Pusat;

8. Anisa Utama, S.H selaku Assistant Analyst Hukum pada Bagian Hukum Unit Induk
Wilayvah Sumatera Barat Sub Bidang Hukum Sumatera Barat Sub Divisi Sumatera
Divisi Hukum Korporat PT. PLN (Persero) Kantor Pusal.

Nama-nama distas merupakan Penerima Kuasa fertanggal 12 Oktober 2018 yang
ditandatangani olch Pemberi Kuasa Yoserianto dengen Surat Kuasa Nomor :
0008.Sku/HKM.02.01/'WSB/2018, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon:
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah memenksa bukti-bukti dari Termohon;
Telah membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.

1. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] bubwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketn
Informasi Publik melalui surat tertanggal 13 April 2018 dan diterima pada tanggal yang
sama dengan register Sengketa Nomor 03/VII'KISB-PS/2018,

Kronologi

[2.2] bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara terulis melalui sural
tertanggal 19 April 2018 yang ditujukan kepada Atasan PPID PT. PLN (Persero) Rayon
Belanti Padang Provinsi Sumstera Barat dan diterima pada tanggal 24 April 2018,

Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah: R ORI
1) Rekapitulasi pembayaran tagihan listrik mulai bulan Oktober *F 5 hw i,‘x
dengan bulan Apri 2018; &; b iy ~'!
2) Sertifikal kalibrasifterrs meter arue IDPEL 171010347174, HTM =
sebelum maupun sesudah diganti;

\
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3) Sertifikat kalibrasifterra meter pembatas aras IDPEL 131010347174, baik
meteran sebelum maupun sesudah diganti;

4) Penjelasan lengkap, jelis, tepat dan terukur tentang wgihan meter arus tidak
sda perperakan tetnpi sost melakukan pembayaran tewp dikenakan sama
dengan meteran benalan.

[2.3] bahwa Termohon memberikan tanggapan/jawaban pada tanggal 03 Mei 2018 serta
melampirkan informasi yang diminia oleh Pemohon;

[2.4] bahwa Pemchon merusa tidak puas dengan tanggapanfjawaban yang diberikan
Termohon, dan kemudian mengajukan keberatan kepada Atasan PPID PT, PLN (Persero)
Rayon Belanti Padang Provinsi Sumaters Barat melalui surat tertanggal 14 Mei 2018;

[2.5] bahwa keberatan yang disampaikan oleh Pemohon tidak ditanggapi oleh Termohon,
kemudian Pemohon mengajuken Permobonan PSIP kepada Kantor Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Barat tertanggal 13 April 2018 dan diterima pada tanggal vang sama dan
selanjutnya mengisi formulir permohonan dengan nomor 03 di hadapan Petugas
Kepaniteraan,

[2.6] bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018, dilaksanakan sidang Ajudikasi/
Mediasi senghketa o guo dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif
dan Absolure Komisi [nformasi Provinsi Sumatcra Barat, Legal Sianding Pemohon dan
Legal Standing Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permobonan Sengketa Informasi dalam
sidang a quo dengan Pemohon hadir dan Termohon hadir. Majelis Komisioner memeriksa
Legal Standing Permohon dan Termohan:

[2.7] m“mmmwwummmﬂmmﬁmmﬁm
yang dibadiri Pemohon dan Termohon. Berdasarkan aturan ber-acaru di Komisi Informasi
Mediator Yumaldi, S.Pd. Para pihak menyetujui untuk membicarakan lebib lanjut pada
Sidang Mediasi;

[2.7.1] bahwa dalam Mediasi para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan Mediasi
mem:mﬂmhmmmmmﬂumw
kedua belah pihak dan Mediator pada hari yang sama, Medmmk:mwmnmrmhm
Keputusan (Akta) Mediasi Gagal kepada Majelis Komisioner melalui 5
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menempuh tabap Sidang Ajudikasi




[2.8] bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Okiober 2018 Majelis Komisioner melaksanakan
sidang Ajudikasi Non-Litigasi dengan Agenda Pembuktian vang dihadini oleh Pemohon
dan Termohon. Dalam persidangan Majelis menggali keterangan dar Termohon terkait
Mediasi yang Gagal;

[2.9] bahwa Pemohon dan Termohon menghadiri Sidang Ajudikasi Non-Litigasi pada hari
Senin tanggal 19 November 2018 dengan agenda penvampaian kesimpulan parn pihak.
Dalam sidang ini para pihak menyampaikan kesimpulan secam tertulis tanpa membacakan
isi dokumen tersebut, atas im parn pihak menerima dan sidang berikutnya dilanjutkan
dengan agenda pembacasn putusan Majelis Komisioner,

[2.10] bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 Majelis Komisioner melakukan
musyawarah majclis sceumn tenutup dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner;

[2.11] Bahwa pada hari Jum'st tanggal 7 Desember 2018 dilaksanakan sidang Ajudikasi
sengkets @ guo dengan agenda Pembacsan Putusan pada persidangan yang dihadiri oleh
Pemohon dan Termohon.

Alusan Permohonan Penyelesuinn Sengkets Informasi Publik
[2.12] bahwu Pemchon merasa tidek puas dengun jawsban yang diberikan oleh Alasan
FPID PT. PLN (Persero) Ravon Belanti Kota Padang Provinsi Sumatern Barat;

Petitum

[2.13] Meminta Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
menerima permohonan Pemohon secara keseluruhan;

[2.14] Menyatakan kedudukan Pemohon sah sebagai Pemohon informasi-

[2.15] Menyatakan tindakan Termohon dan Atasan Tarmohon vang tidak memberikan
informasi yang Pemohon ajukan melanggar ketentuan mekanisme pelayanan informasi
publik yang distur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informas: Publik:

[2.16] Menyntakan informasi yang Pemohon minta kepada Termohon adalah informasi
publik;

[2.17] Memerinwhkan Termohon dan Atasan Termohon untuk mcmhﬂikm/ﬁuﬂ; “\\
-'-:" prr ‘3.

informasi publik yang dimintu oleh Pemohon.

Alar Buksi . {3)



B. Alat Bukti

Keternngan Pemohon

[2.18] Menimbang bahwa dalam persidangan ajudikasi Pemohon memberikan keterangan,

sebagai berikut;
Bahwa untuk mendapatkan informasi g gue Pemobon telah pernah mengajukan
permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan sengketa informasi
publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada

Hlj:“.‘l Komsioner Komist Tnformessi Sumsiera Barad.

[2.19] Menimbang Pemobon mengajukan bukti surst P-6 scbagai berikut

Bukti P-1 | Copy/salinan Surst Permohonan Informasi kepada PPID T, PLN (Persero)

Rayon Belanti Kota Padang tertanggal 19 April 2018;

Bukti P-2 | Copy/salinan Tanggapan atas Permohonan Informasi dari P1. PLN

(Persero) Rayon Belanti tertanggal 3 Mei 2018 yang ditandatangani oleh
Yoki Kus Hendriatno;

Bukti -3 | Copy/salinan surat Keberatan kepads Atwsan PPID PT. PLN (Persero) |

Rayon Belanti Kota Padang tertanggsl 14 Mei 201 8;

Bukti P4 | Copy/salinan Kartu Keluargs (KK) dengan Nomor @ 1371041009070048

yang ditandatangani cleh Drs. Wedistar, MM seluky Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Bukti P-5 | Dokumen Kesimpulan; =

Bulii 7-6 | Copy/salinan Identitas dii Pemobon berupa K17

=

[2.20] bahwa berdasarkan dalil — dalil ymudiunikmdilmdmhnhitﬂimpi:.ﬁmnhm
meminta kepada Majclis Komisiener agar memberikan putusan :
a. Primer
I. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhmya;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan informasi yang diminia
Pemohon;
bl--su-hu“
Memberikan putusan yang seadil-adilnys (£x aequo ef bono)
peraturin perundang-undangan vang berlaky,




Keterangan Termohon

[2.21] bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan Kepada Majelis
Komisioner terkait dengan SOP pelayanan publik di atur daslam Keputusan Direksi PT.
PLN (Persero) Nomor : 501 K/DIR2012 tenmang Pelayanan, Pengungkapan, dan
Keterbuksan Informasi Publik dan Keputusan PPID PT. PLN (Persern) MNomar :
0117 K/PPIDV2016;

[2.22] buhwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan terkait permohonan
Pemohon hanya ada 2 (dus) ilem permohonan yang menjadi kewenangan rayon dan
sisanya merupakan kewenangan pusat;

[2.23) bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan terkait dengan tagihan
listrik yang dibayarkan oleh pelanggan, tidak satu pun dari pelanggan kami yany lidak
memiliki bukti dan kami selaku pihak PLN secam otomatis melalui sistem untuk
memberikan bukti pembayaran tersebut tanpa diminta oleh si pelanggan;

[2.24] bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan jika bukti dari kami
tersebut tidak disimpan oleh Pemohon (pelanggan) maka kami tidak bertanggung jawab
[2.25] bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan untuk kwh meter,
PLN sengaja menempatkannya di tempat pelanggan tujuannya agar pelanggan bisa melihat
secarn nyata dan jelas pemakaiannya;

[2.26] bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan proses pencatatan
meteran pelanggan di berikan kepada pihak ketiga, serta mekanisme pelaporan pencatatan
tersebut di laporknn dalam bentuk rekapitulasi ke PT. PLN;

[2.27) bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan terkait sengketa
informasi yang sedang di proses di Komisi Informasi Provinsi Sumatera barat. PLN selaku
Termohon memiliki itikad baik untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

Surat-Surat Termohon
[2.28] Menimbang hahwa Termobon mengajukan bukti surat T-5 schagai berikut :

-----

oleh Pemberi Kussa, Yosenanto, sclaku PPID PT. PLN (Persero) Unit
Induk Wilayah Sumaters Barat kepada Penerima K uasa -

Induk Wilayah Sumaters Barsi; f¥

Sistem Distribusi PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumutera
Barat: R e

. Remialis selaku PLT Manager Komunikasi PT, PLN ]
Ny

|¢ E ._;'; '.

2 Hendriansyah selsku Manager Efisiensi,Pengukuran dan  Mum .



3. Tajri ED selaku Manager Bagian Transaksi Encgn Listrik Unit
Pelaksanaan Polayanan Pelanggan Padang:

4, Muliawarman selaku Manager Unit Layanan Pelanggan Belanti;

5. Ravi Femandes sclaku Supervisor Transaksi Enegri Listrik Unit
lavanan Pelanggan Belanti;

6. Evi Pumama San sclaku Assistant Manager pada Bagian Hulkum
Unit Induk Wilayah Sumateras Barat, Sub Bidang Hukum Sumatera
Barm, Sub Divisi Sumatera, Divisi Hukum Korpomt PT. PLN
(Persero) Kantor Pusat;

7. Glenyse Obelia Swastiko, SH., M1 sclaku Assistant Analyst
Hukum pada Bagian Hukum Unit Induk Wilaysh Sumatera Barot
Sub Bidang Hukum Sumatera Barat Sub Divisi Sumatera Divisi
Hukum Korporat FT. PLN (Persero) Kantor Pusat;

8 Anisa Utama, S.H selaku Assistant Analyst Hukum pada Bagian
Hukum Unit Induk Wilayah Sumatern Barat Sub Bidang Hukum
sumatera Barat Sub Divisi Sumatera Divisi Hukum Korporat PT.
PLN (Persero) Kantor Pusat;

Bukti T-2 | Copy/salinan Identitas diri Temohon berupa KTP; |
Bukti T-3 | Copv/salinan Keputusan Direksi PT. PLN (Persera) Nomor |
501.K/DIR/2012 tentang Pelayanan, Pengungkapan dan Keterbukaan
Informasi Publik Di Lingkungan PT. PLN (Persero) tertanggal 24 Oktober
2012 dan Lampiranya;
Bukti T4 | Copy/salinan Surst PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar Area Padang |
Rayon Hclinu Nomor : 0090/AGA.01/RBLT2018 tertanggal 3 Mei 2018;
Bukti T-f | Dokumen Kesimpulan Termohon tertanggal 16 November 2018,
3. KESIMPULAN PARA PIHAK
A. Kesimpulan Pemahon

[3.1] Menimbang bshwa pada tanggal 14 November 2018, Pemohon mmm

hmmlmmmuhsanﬂhmim

usaha, scbuguimana yang termaktub dalam Pasal § :

FPasal 8 L) Perlindwngan Konvumen (5}

LA s PP :\



Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen

* Pelaku Usaha difarang memproduksi dararan memperdogangan barang

dan jasa yang tidak seswai dengan ukuran, takaran, timbargan, don fumlah

dalam hitungan mermirut ukuran yang sebenarmya, ”
[3.3] balwa sesuai dengan Undang-Undang Metrologi Legal Lampiran Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Terra dan Terra
Nang Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapanya harus dilakukan terra berkala;
|3.4] bahwa sertifikat terra‘kalibrasi harus bisa diperlibatkan kepada konsumen
scbagaimana kita lihat pada alat ukur di meteran SPBL, Taxi dan lain sehagainya;
[3.5] hahwa jika tidak ada sertifikat terra/kalibrasi berarti tagihan vang dilakukan tidak
dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Metrologi Legal
Nomor 2 Tahun 1981;
[3.6] bahwa sertifikat kalibrasifterra adalah surat untuk kepastian ukuran dasar jual beli dan
kenapa tidak diberikan kepada konsumen yang jelas-jelas adalah sebagai konsumen yang
melakukan pembelian, jika tidak ada sertifikat terra/kalibrasi berarti tidak ada kepastian
akurnsi wkaran yang dijual kepada konsumen;
[3.7] bahwa selama lebih kurang 11 bulan meteran rusak, meteran selalu dicatat dan
dibuktikan dengan adanya foto meteran serta tagihan vang diberikan kepada konsumen
tetap bervariasi;
[3.8] bahwa tagihan yang berfluktuasi dengan angka yong tidak terlalu signifikan,
konsumen tidak wkan mempersoalkanva, tagihen vang melanjok sampai menjadi Rp.
1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupish) baru konsumen perunyakan dan tagihan
bisa dinegosiasikan menjadi lebih kurang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
Berdasarkan it konsumen mempertanyakan apa dasar hukum dan hitungan konsumen
[3.9] bahwa saya selaku konsumen PT. PLN (persero) berkevakinan dan tetnp meminta
sertifikat kalibrasiterrs meter arus dan pembatas arus sebelum don sesudsh meteran
diganti, karens jika tidak ada sertifikal yang diskui oleh Negara Kesatuan Republik
Indonesin sesuai Undang-Undang Metrologi Legal akan tidek ada gunanya dilakukan
perdebatan akurasi tagihun yang dibebankan kepada sayu selaku Pemohon;
(3.40] bahwa Pihak PT. PLN (Persero) harus terbuka hendaknya dalam hal surat sertifikat
terra/kalibrasi, awalnya Pemahon menerima jawaban surat silshkan diminta ke A ””*"’4::\
MﬁmemmmMmummmé‘%;@ ‘\\\I
mmﬂmﬂFmﬁm]hmmmmm%M :II.

dirshasinkan dan dokumen untuk publik. W . _:.-,‘3
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[3.41] Dari uraian kesimpulan Pemohon telah membukiikan dalil-dalil permohonannyn,
schingga sudah selavaknyva Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
vang menerima, memeriksa dan memutuskan perkars o guo untuk mengabulkan selurub
permohonan Pemohon :
1. Menerima permohonan informasi Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan kedudukan Pemohon szh sebagai Pemohon informasi;
3. Menyatakan informasi yang Pemohon minta kepada Termohon adalah Informasi
Publik.
4. Memerintahkan Termohon dan Atasan Termohon wntuk menvershkan seluruh
informasi publik vang dimintakan olch Pemohon,

B. Kesimpulan Termohon

[3.42] Menimbang bahwa pada tanggal 16 November 2018 Termohon menyerahkan
Berdasarkan proses penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi Provinsi Sumatera

Barat antara Pemohon dan Termohon, maka Termohon berkesimpulan sebagai berikut :
I. Bahwa Pemohon seharusnya mempunyai rekapitulasi pembayarn tagihan listrik
tanpa meminta kepada PLN dikarenakan setisp bulannys Pemobon (Pelanggan
PLN) pasti membayar rekening tagihan listrik dan Pemohon (Pelanggan PLN)
dupat mengetahui berapa kwh terpakai yang tercantum di struk pembayaran listrik
mulai dari jumiah kwh yang dipakai beserta nominal jumlsh pembayaran, namun
dengan itikad vang sungat baik Termohon memberikan daftar tagihan listrik sesuai

dengan apa yang di minta oleh Pemohon sehagaimana surat Termobon Nomaor :
00X AGA DI/RBLT/201R perihal Informasi Tagihan Listrik (Bukt T-4%,

2. Mmmﬁnm?nmhmmhpﬁmzdm3mdﬂnmdaﬂthﬂui}mg
mlmhmimpdknﬂﬁuﬂmﬁdmmyﬁmhhuuhﬂnmﬂiymdiq}uhm
ﬂhhrmdunmmﬁrﬁmmmmhmwmm
informasi publik yang dikecuslikan (informasi yang tidak dapat diakses olsh
Penmhuninﬁnmﬁpublik}lﬂmidmgmhukﬂ'r-i;

3. Bahwa permintaan Pemohon point 4 telah Termohon berikan penjelnsan di-da
surat balasan Nomor : 0090/AGA.OI/RBLT/2018 perihal | i

o,
"'\-\.h::lll.i "'.""
i .-'I l\'l &\

J s

-.I.h |'I

=

i
1

Listrik (bukti T-4) dan Permohonan permintasn Pemohon ﬂlﬂlﬂ’fnliﬁltq:l

- ]
i

F 1
'

lenghap, jelas, tepat dan terukur tentang

i e e
! ':I.r'n. P
Ll L
jelasan’.
i 3 t:‘
& -
A, -
b e T :
) -

-

tagihan meter . (10)



tagihun meter arus tidak ada pergerakan letapi sant melakukan pembayaran tetap
dikenakan sama dengan meteran berjalan bukan merupakan kewenangan Komisi
Informasi Publik (K1P) untuk memeriksa dan memutus terkait permohonan dari
Pemohon;

4. Bahwa Termohon telah beritikad sangat baik untuk menyelesaikan permasalahan
dengan Pemohos, naomun Pemohon tidak pemah sedikit pun menerima itikod
tersebut dengan alassn tidek puas dengan jawaban Temmohon;

5. Bahwa Termohon telah memberikan informasi sesuai dengan apa vang dimintakan
olech Pemohon dan Pemohon telash mengakui pada persidangan bahwa semua
informasi telah diterima Pemohon dan lagi-lagi Pemohon tidak menerima dengan
alasan tidak puas;

6. Bahwa tingkat kepuasan Pemohon tersebut sangat tidak masuk akal dikarenakan
semua informasi yang dimintakan telah diberikan oleh Termohon;

7. Bahwa Termohon telah memenuhi hak Pemohon sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. Berdusarkan hal-hal tersebut distas, mohon kepada yang terhormat Majelis
Romisioner Pemerikso Sengketa Informasi Publik ini berkenan untuk memeriksa
dan memutuskan Sengketa ini dengan putusan sebagai berikut ;

8) Menolak permohonan dari Pemohon:

b) Menyatukan Termohon telah memenuhi hak Pemobon informasi publik:

¢) Menyatakan bahwa informasi yang disjukan oleh Pemohon terkait
sertifiknt kalibrasiterra kwh meter adalah  informasi publik yang
fikecualikan.

d) Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnys /B amrpanan af h:-ru,l,

4. PERTIMBANGAN HUKUM

|4.1] Menimbang hahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi
hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang—{ndang Nomor |4 Tahuuzmﬂ
lentang Keterbukasn |nformasi Puhhkdm?r:mlumﬂnmm!nfnnmsiﬂmmrl

IﬂlﬂmwmhrmlnfmmmFuhlﬁdemumﬁmmlnﬁmmH/ ﬂi h htq‘h
Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketn Informasi Publik; <l | a0 ‘l,”'
[4.2] Menimhang hahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Kmui:“lﬂlﬁm ; 'Iw’
mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: - &

Kewenangan Komisi Informasi . (11}



l. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menecrima,
memeriksa dan memutus permohonan & giwo;
2. Kedudukan hukum (fegal stamding) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (fegal standing) Termohon,
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;
Terhadap hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sehagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsl Sumatera Barat

{4.3] Menimhang bahwa berdnsarkan Pasal | angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27
ayat (1) huruf 4, b, ¢, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang ~ Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbuknan Informasi Publik juncto Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi
Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa [nformasi Publik
pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi
Pubiik;

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayut (1) dan (3) Undang - Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menystakan bahwa;

Pasal 27 ayat (1)

“Delam merfalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

a  Memanggil dan/atau mempertentukan para pihak yang berseagketa;

b. Meminta catatan ataw bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik
ferkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengheta
Informasi Publik;

¢ Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabar Badan Publik ataupun pihak
Jang terkait sehagai saksi dalam Penyelesalan Sengheta Informasi Publik;

d. Mengambil sumpak setiap saksi yang didengar keteranganmva dalam Afuiikasi
Non — Litigasi Penpelesaian Sengheta Informasi Publik: dam

e Membuat kode etik yang divmumkan kepada publik sehingga masyaraka dapat
mentlal kinerja Komisi Informasi, " G .

Pasal 37 aymi {3)

"Kewenangan Komisi Infivmasi  Provins meliputi  kewe penyve
PTG lescrian
xengrketa yang memyanghur Badan Publik timgkat proving yang bersanghutan. *

[4.5] Menim bahwa berdasarkan :
ke hh"ﬁ Pasal 6 ayat (4) Perki Nomer 1 tahun 2013

Mﬂdn:““ {4) Perki Nomor 1 tahun 2013

" hal Komisi Informasi Kabupaten'Kota belum terbentuk. kewenungan
wmmmamrwfi‘wwmmm 1
Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi. " Pl Mg o
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[4.6] Menimhang hahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No.l Tahun 2013
yang dimaksud Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota yaitu ;

Pasal 6 ayat (3) Perki No.1 Tahun 2013
“Yang dimakvud dengan Bodan Publik Kabupaten/'Kota adalah Badan Publik yang

linghup kerjanya mencakup Koebuparen'Kota  setermpat @ian lembaga  ingho
Kabupaten'Kota  dari suaty lembaga yang  hierorkis. Contoh:  Pemerintah
Kabupaten'Kota, DPRD Kabupaien/Kota, Pengadilan tingkal pertama. Kepolision
Resort, Komando Disirik Militer, BUMD tingkat KabupatenKota, Partai Politik
tinghkat Kabupaten'Kota, Organisasi Non - Pemeriniah tingkar Kabupaten'Kota
Rumah Sekit Urum Daerah (RSUTY tingkar Kabupaten/Kota, atau lembaga ningkar
Kahupaten/'Kota lainmya™

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf
[4.5] Majelis Komisioner berpendupat Termobon Badan Publik tingkat kota dan kabupaten
dan di kotekabupaten tersebut belum ada Komisi [nformasinya, maka Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikun sengkets informusi publiknva,
[4.8] Menimbung bahwa berdasarkan umian pada paragral [4.3] sampal dengan paragraf
[4.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komusi Informasi Provinsi Sumatera Barai
berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan o guo,
[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal | angka 5. Pasal 26 avat (1) huraf a. Pasal 27
ayat (1) huruf a, b, <. dan d, dan Pasal 35 ayat (1) huruf ¢ UU KIP funcio Pasal 6 Peraturan
Komisi Informasi Nomor | tahun 2013 pada pokoknya mengatur Komisi Informasi
berwenang menyelesaikan Sengketn Informasi Publik melalui Ajudikasi:
[4-10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) UU KIP juncto
Pasal 6 ayat (2) Perki No. | Tahun 2013 dan berdasarkan penjclasan Pasal 6 ayat (2) Perki
No. | Tubun 2013 pada pokoknya mengatur babwa Komisi Informast Provinsi Sumaicra
Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila :
I. Pennohonan Penvelesalan Sengkets Informasi Puhlik masnyangkut Badan Dublil
Provinei;
2. Permohonan Penvelessian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan selama
Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;
].Knmiuihfnhﬂuiﬁubupumﬁnummimﬁnmisilnfmmuimemm
menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam hal Komisi Inl'mmui

yang menjadi kﬂ'ﬂ'[maﬂm_lu‘ 1ll_.l::l-:'-' -
4. Permobonan Penyclesaian Sengkets Informasi Hmtﬂymguhhdmuhn'm
Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barai: L



[4-11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KIP functo Pasal 51, Pasal 52,
Pasal 53, Pasal 54 Peraturan Komisi Informasi Nomor | Tahun 2013 pada pokoknya
mengatur kewenangan Komisi Informasi untuk meminta catatan atau bahan vang relevan
dari Badan Publik untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan sengketa informasi
publik dan mengatur perihal alat bukti dalam persidangan;

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] sampai dengan parngraf [4.11]
Majelis Komisioner berpendapat bshwa Komisi Informasi Provinsi Sumaters Barat
berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan o guo;

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal | angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 aval
(1) hurut ¢, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang
Nomor |4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal | angka 8, Pasal
30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturun Komisi Informasi Nomor | Tahun
2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjuinya disebut Perki No. | Tahun
2010) juncto Pusal | angka 7 dan Pasal 5 Perki No.l Tahun 2013 pada pokoknya
menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan
Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepads Komisi Informasi setelah
terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan fakia dan bukti di persidungan, Pemohon dalam
mkeuinfwmmﬂmwinﬁui&uipﬁbndihmhﬁuthmP—ﬁm
[4.15}hirmm;hdmmh=rdmkmfﬂmdmhukﬂdipﬂtidmmﬁmﬂm1ﬂﬂm
sengketa infutmaﬂnqmt:hhmmnnpuhupaﬂma;ulnmhumninfummjdm
keberatan kepada Termahon;

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang - Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik den Pasal | angka 7, Pasal
I ayat (1) Perki No.1 Tahun 2013 mengatur -

Pasal | angks 12 Undang-Undang Nomor 14 Tabun 2008 ten
hsmisnar o tang Keterbukaan
“Pemohon Informasi  Publik  adalah warga megare danatow badan  hukum
Indonesio vang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana ity
dalam Undarg-Undang ini”. o
yEs AN, I::'.
Pasal 11 angka 1 huruf a Peraturan Komisi Tnformasi Nomar | T4 +f LT
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketu Informasi Publik el S a'g
“Pemohon wafih menyertakan dokumen kelenghapan Permohonan sebaga barikus-
identitas Pemohon yang sah, yaitu; fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor ates

rea.

i
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idertitas lain yang sah yang dapar membuktikan Pemohon adalah Warga Negara
Indomesia atau Surar kuasa dan forokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa
dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

Pasal 1 angka 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor | Tahun 2013 tentang
Prosedur Penyelesninn Sengheta Informasi Publik

“Pemohon Penyelesatan Sengheta Informasi Publit yang selanfumyva disebut
Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengaiukan
Permohonan kepada Komist Informasi ™

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraion schagaimana dalam paragraf [4.14] sampai
dengan paragraf [4.16] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syurat
kedudukan hukum (Jegal standing) mengajukan Permohonan Sengketn Informasi Publik.

C. Kedudukun Hukum (Legal Standing) Termohon
[4.18] Menimhang hahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU KIP, mengatur hahwa;
Pasal 1 angka 3 UL KIP

"Badan Publik adalah lembaga eksekutif, yudikarif dan badan lain yang fungsi dan
tugas pokokmya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian aimi
seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
davataw Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. atau Organisasi Non-
Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Angearan
Pendapatan dan Belanja Negara danataw Angparan Pendapatan dan Belanfa
Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri "

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan Pasul 1 angka 8 Perki Nomor 1 Tuhun 2013
diatur;

Pasal 1 angka 8 Perki Nomor | Tahun 2013
“Termohon Penyelesaian Sengheta Informasi Publik vang selanjutmya  disebut
Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik atasan

PPID, atau pejabat yang dinunfuk dan diberi kewenangan umivk mengambil
kepurusan dalam penvelesatan sengketa di Komisi Infarmai ™

[d-zulummmwmmmmmmm
Fasal 6 ayat (3) Perki Nomor 1 Tabun 2013, yaitu;

Pasal 6 ayat (3) Perki Nomor 1 Tahun 2013

" Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota oduluh Badan Publik yang
lingkup lkerfanya mencakup Kabupaten/Kota sefempal atau fembaga  tingkar
Kabupaten'Xota dari suaru [embaga yvanmg hierarkis. comtoh Pemerintah

Kabupaten/'Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan Tingkat Pertama, Komenid -
Distrik  Miliser  BUMD  tingkai  Kabupaien'Xota, Partail  Politik 7 timghar "
Kabupaten'Kota, Crganisasi Non-Pemeriniah tingkat Kabupaten/Kof,” RSUD

tingkat Kabupaten'Kota, atau Lembaga tingkat Kabupaten/Kota. * i &
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identitas lain vang sah vang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negora
indonesio miou Surai kuaxa dan fotokapi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa
dalam hal Pemohan mewakili kelompok arang.

Masal 1 angka 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor | Tahua 2013 teatang
Prosedur Penyvelesaian Sengketa Informasi Publik

"Pemohon Penyelesatan Sengheta Informasi Publik vang selanjutnya disebut
Pemohon adalah Pemohon atauw Pemgguna Informasi Publik vang mengajukan
Permohonan kepada Komisi Informast, ™

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian schagaimana dalam paragraf [4.14] sampai
dengan paragraf [4.16] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat
kedudukan hukum (fegal standing) mengajukan Permohonan Sengketa Informasi Publik,

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon
[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU KIP, mengatur bahwa;
Pasal 1 angka 3 UU KIP

*Badean Publik adalah lembaga eksekutif, yudikarif dan badan lain yang fungsi dan
tugas pokolrya berkaitan dengan peryelenggaroan megara, vang sebagion atau
selwruh danamya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negora
dan'ataw Anggaran Pendapaian dan Belanje Daerah, atau Orgemisasi Non-
Pemerintah sepawjang sebagian atau yelurwh dananya bersumber dari A
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanjo
Daerah, sumbangan masyarakal, dan/'arau luar negeri

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal | angka 8 Perkl Nomor 1 Tahun 2013
diatur;

Pasal | angka 8 Perki Nomar | Tahun 20103

"Termohon Pemvelesaian Semgheta Informasi Publik vang selanjuinva divebut
Termohon adalak Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, afusan
PPID), ataw pefabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan unruk mengambii
keputusan dalam penyelesalan sengkeia di Komisi Informasi.

[4.20] Menimbang hahwa Hadan Publik Kabupaten/Kota berdasarkan penjelusan ketontuan
Fasal 6 avat (3) Perki Nomor 1 Tahun 2013, yaitu;

Pasal & avat (3) Perki Nomor | Tabun 2013

"Yang dimaksud dengan Badan Publik Kobupaten/'Koita adalah Bodan Publik vang
lingkup kerformya mencakup KabupatenKota setempat atou lembaga  tinghar
KRabuipaten' Kot dari  swaty  lembaga  vang  herarkis  contoh  Pemeriniah
Kabupaten'Kora, DPRED Kabupaten/'Kota, Pengadiian Tingkar Pertama. K =
Distrik  Militer BUMD  tingkat  Kabupaten'Kota, Partai  Polin ?@?f’jif‘ .
Nabupatern' Kata, Organdias! Nom-Pemerindal  tinghat Kabuparen' Ky : = RSUD ;"L H
ringkar Kabupatern/Kota, atau Lembaga tingkar Kabupaten/'Kora, * f b & \’
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[4.21] Memimbang babwa Pasal 6 ayat 4 Perki Nomor | Tabun 2013 tentang Prosedur
Penyclesninn Senghketa Informasi Publik;

Pasal 6 aval 4 Perki Nomor | Tahun 2013 tentang Prosedur Penvelesaian
Sengketa Informasi Publik

"Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/'Kota belum terbeniuk, kewenamgan
menyvelesaikan Sengheta Informasi Publik yang menyangkut badan publik tinghat
kabupaten/Rota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provingi, ”
[4.22] Menimbang bahwa, Persturan Pemeriniah Nomeor 18 Tohun 2016 wentang Organisasi
Perangkat Daerah dan Persturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik Kemendagri dan Pemerintahan Dacrah;
[4.23] Menimbang bahwa Termohon adalah badan vang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelengpaman negam yang sebagian stau seluruh dunanya bersumber
dan dan APBD dan/atau APBN;
[4.24] Menimbang bahvwa berdasarkan uraian pragraf |4.18] sampai [4.23] di atas, Majelis
Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berpendapat Termohon memenuhi
syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesainn Senghketa Informasi

[4.25] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi,
dan mengajukan Permohonan Penvelesalan Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang
diuraikan bagian kronologi paragraf [2.2], [2.3], [2.4], dan [2.5);

[4.26] Menimbang bahwa berdusarkan Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebulkan;

Pasul 22 ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluk) hari kerja sejak diterimanva perminigan informasi

publik badan publik yamg bor
4 Bl wanghutan wafit menyampaikan pemberitahian

@ Informasi yang diminta berada di hawah T
Penguasacnmva ataupin idak:
b, Badan Pubiik wajib  memberitahukan  Badan  Publik .'qu: ﬂmﬂ

Infarmasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di
baun&;rngummmmmﬁmﬁmﬁﬂmm menerima  perminfaan
mengetakui keberadaan informasi vang diminia;

e Penerimaan atau penolakan permintaan dengem alasan vang fercantum

e

sehagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Faf ORM A 5,

d. Dalam hal fa v %
an permintaan diterima seluruhnya atau sebagian ™ M N
mater! informast yang akan diberikan.




¢ Dalam hal suaty dokumen mengandung materi yang dikecualikan
sehapaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi vang dikecualikan
tersebut dapat dikitamkan dengan diseriai alasan dan marerinva, "
I Ala penyampai dan formar informiasi yang akan diberikan; dan/atay
g Biaya serta cara pembayaran wniuk memperoleh informasi yang diminta,

Pasal 22 ayat (8)
“Badan Publit yang bersamghutan dapar  memperpanjang  wakiu ik
mengirimkan pemberitahuan sebagaimane dimaksud pada ayan (7), paling lambar 7
(tajuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alavan secara tertulis

[4.27] Memimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Undang-
Undang Nomar 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menvebutkan;

Pasal 35 avat (1)

“Setiap Pemohon Informast Publik dapai mengafukan keberatan secara tertulls

kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan

berikut :

a Penolakan atas permintagn informasi berdasarkan alasan pengecualian
sehagaimang dimaksud dalam Pasal )7

b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimekeud dalam Pasal

¢ Tidak ditanggapinya permintaan informasi:

d. Permintaan informast ditanggapi ridak sebagaimana yag diminta;

e. Tidak diperuhinya permintaan informast,

[ Pengenaan biava yang tidak wajar; dan/ atau

£ f!wm ian informasi yang melebihi wakiv vang diatur dalam Uindeang-

ini

Pasal 36 avat (1)
“Keberatan diafukan oleh Pemohorn Informaxi Publik dalam jangka wakiy pai
lumbat 30 (tiga puluh) hari kerfa setelak diterckanmya alasan mhngmanH

dimaksud dalam Pasal 35 ayar (1),
[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (Z) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2)
Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Juncto Pasal 13 huruf a Perki No. | Tahun 2013, menyebutkan;

secarg lertwlis, e
;'::E Mg
Pasal 37 ayat (1) P

“Upaya penyelesaian sengheta informasi publik digjukan dalem u-.#ﬂi sl ing:
Lambar Jqll (empat belas) harl kerfa serelah diterimanya tanggapan i!'rniff g
atatan pejabat ﬂha_wfmmm}mgiﬂmhuddufaumaHﬁmwm. o gt

Menimbang bahwa _ (17}



[429] Menimbang bahwa jawaban keberstan Termohon merupakan batas wktu
dimulainya hak Pemohon uniuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengheta Informasi
Publik, sehingga Majelis Komisioner berpendapat Permobonan Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik vang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi keremtuon batay
waktu permohonan sengketa informasi.

Tujuan Penggunaan Informasi Publik
[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan :

|. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto
Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada pokoknys mengatur bahwa setiap orang
dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan Informasi
Publik;
2. Pasal 4 avat (3) UU KIP menyatakan hahwa setiap Pemohon Informasi Publik
herhak mengajukan permintaan Informasi Publik disenai alasan;
3. Pasal 6 avat (1) dan avat (2) UL KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan
Publik berwenang menolak permohonan Informasi Publik apebila:
a) Informasi Publik yang diminta termasuk Informasi Publik yang
dikecualikan;
b) Permohonan dilakukan tidak sesusi dengan ketenftuan peraturan
perundang-undangan,

4. Mﬂllﬂummmmmjrﬁshlbmlﬁhﬂikﬂng jib disediakan
setiup saat oleh Badan Publik. "

[4.31] Menimbang berdnsarkan fakia permohonan di dalam sural permohonan informasi
publik kepada Termohon, Pemohon beralasan untuk memperoleh dokumen sebagaimana
3nn;dinuhmumunnnmlghm1pﬂmudmnuu

E. Pokok Permohonan

[4.32] Menimbang bahwa dari fakia hukum, dalil Pemohon, serts bukti surat, Majelis
homisioner menemukan faka hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah
uileﬁﬂnhm.klrmmlﬁhahukumlﬂuhmmmjadihﬁmhqum
Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi schagaimana diursi i
[2.5] sampai dengan parngraf |2.14]);

[4.33] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui olch para pihak di
terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan sengketa informasi, ..

L

Pemilupar Magalts _ (17)



F. Pendapat Majelis
[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh

fakta hukum bahwa Pemohon memohon informasi atas

1) Rekapitulasi pembayaran tagihan listrik mulai bulan Oktober 2017 sampai
dengan bulan Apri 2018;

2) Sertifikat kalibrasiterra meter arus IDPEL 131010347174, baik meteran
sebelum maupun sesudah diganti:

3) Sertifikat kalibrasiterra meter pembatas arus IDPEL 131010347174, baik
meteran sebelum maupun sesudah diganti:

4) Pemjelasan lengkap, jelas, tepat dan terukur tentang tagihan meter arus tidak
ada pergerakan tetapi saat melakukan pembayuran tetap dikenakan sama
dengan meteran berjalan.

[4.35] Menimbang bahwa berdasurkan Pasal 9 ayat 2 huref ¢ UU KIP menyebutkan :

Pasal 9 ayat 2 huruf ¢ UU KIP
1. Settap Badan Publik mengumumban Informasi Publik secara berkaia,
2 Infarmasi Publtk yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik.
b, informasi mengenai don kinerja Badan Publik rerkait;
¢ informasi mengenai laporan kewangan, dan/atau
d informasi lain yang diatur dalam undang-undang
[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) ULl KIP maka pada prinsipnya
setiap Pemohon informasi berhak mengajukan Permohonan Informasi Publik disertai
alasan permintaan tersebut. Terkait alasan permohvnan Pemohon dalam mengajukan
permohonan informasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) UL KIP dan fakm-
fakta di persidangan sebagaimana diurikan pada bagian-bagian rerdahulu dari putusan ini,
Majelis berpendapat bahws Pemohon memiliki alasan yang kuat dan tidak bertentangan
dengan hukum;
[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 UU KIP, Termohon selaku Badan Publik
mempunyai kewajiban untuk menyvediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi
Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik,
[4.38] Menimbang bahwa permohonan informasi adalah hak warga npegars _yang

merupakan penjabaran dari hak konsitusi pasal 28 F dijabarkan oleh U iy .
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukann Informasi Publik, mengatur ldm;f“’ﬂx
terkait tidak diberikannyn informasi kepads Pemohon informasi, Iil.r [ ) )*|

Pasal 537991



Pasal 52;

“Badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan,
danvatau vidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara
berkal, informasi publik wajib diumumbkan serta merta, informari publik wafib
tersedia setiap saul, donwataw informasi publik yang harus diberikan atas dasar
permintaan sesuai undang-undang ini, dan mengokibatkan kerugion bugi orang
lain dikenakan pidana kurungan paling lama | (satu) tahun dan/atas pidana denda
puling banyak Rp 5.000.000,- (lima futa rupiah).

F‘I;':a:z::u pidana berdasarkan undang-undang inl merupakan delik aduan dan
diafukan melalui peradilan umum '
[4.39] Menimbang keterangan dan berdasarkan fakia persidangan bahwa dalil Termohon
vang menolak memberikan informasi, moka Majelis berpendapmt  Termohon wajib
memberikan informasi publik @ guo pada Pemohon Informasi sesual ketentuan perundang-
undangan;
[4.40] Bahwa pengeloluan pelayanan infiormasi bagian dari pelayanan badan publik untuk
memenuhi Hak Ingin Tahu pemohon sclaku warga negara, mekanisme pemberian
informasi mengacu kepada UU 14 Tehun 2008 Pasal | ayel 2 juncto Peruturan Komisi
Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Stadur Luyanan Infirmasi Publik Pasal 19 ayat 1 ;
Pasal 1 ayat 2 UU 14 Tabhun 2008 :

“Informasi Publik adalah tafromasi yany dihasilkan, disimpan, dikelola,dikirim,
dan‘atau  diterima  oleh  suany  badan pubiik  yang  berkaitan dengan
mﬁw negara d::‘mnu pemvelenggaraan dan penvelenvearaan hodan

ik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini seria impormasi lain vamg
berkaitan denpan kepentingan publik

Pasal 19 ayai 1 ;
“Setinp orang berhak memperoleh informasi publik melihat dan i
et e e A g, il i e

5. KESIMPULAN
Berdasarkan seluruh uraisn di atas dan fakia hukum yang disimok dan dianalisis selams
persidangan sengketa a guo , Majelis Komisioner berkesimpulan:
[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumaters Barsl berwenang memeriksa, memutus, dan
menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo;
[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal stamding) untuk
permohonan dalam perkara a quo,
[3.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (fegal stancimg) untuk
dalam perkara @ guo; [
[5.4] Menimbang balwa batas waktu permohonan Informasi Publik telgh terpenithi:




[5.5] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah memberi kesempatan yang sama kepada
para pihak untuk didengar pendapainya lcrkait dolil-dalil para pihak yang akan
dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus sengketa informasi @ guo;

[5.6] Menimbang tentang kesimpulan para pihak maka Mujeles Komisioner berkesimpulan
bahwa terkit sosl kerugian konsumen atau Pemohon, berukibat munculnya sengketa a-
quo, merupakan ransh hukum lain yang tidak kewenangan Majelis Komisioner Komisi
Informast. Buhwa terkait informast dikecualikan disampaikan Termohon pada kesimpulan,
Majelis Komisioner berkesimpulan bahwa penyampaian informasi dikecualikan. Termohon
tidak melewati proscdur tentang uji konsekuensi dan dasar hukum menyatakan informisi
dikecunlikan, apalagi informasi dikecualikan a-qo dimaksud Majelis Komisioner punya
akses lchih besar kepada masyaraknt untuk dibuka, ketimhang dikecualikan. Selain itu
informasi dikecualikan itu adalah wji terra yang merupakan kerjasaum pihak Termohon
dum:nﬁhkk:ﬁpmmhbniahm&dﬂhlmm:pmmmkumm
ketiga dimaksud.

[5.7] Menimbang permusyswarstan permufukatan yang telah dilakukan oleh Majelis
Komisioner pada hari Rabu tanggal 28 November 2018,

6. AMAR PUTUSAN
Memutuskian
Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta
persidangan dan bukti-bukti yang menjadi bagian mengikat para pihuk, memutuskan :
[6.1] Menerima sebagian permohonan:

[6.2] Menyatakan Informasi dan Dokumentasi a guo adalab Informasi Publik terbatas,
yakni diberikan jika diminta oleh pemohon informusi, sesuai Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

[6.3] Menyatakan terkait soal kerugian pempohon bukan kewenangan Majelis Komisioner

|6.4] Menyatakan soal kerugian pars pihak boleh melakukan upaya lain di luar
atau memnggunakan undang-undangan |ain.

nah
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Demikian diputuskart- = 421) <
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[6.5] Memerintahkan Termohon memperlihatkan dokumen kalibrusi tcrrs kepadh Pemohoa. | |



Demikion diputuskan dalam Rapat Permusyawarastan Majelis Komisioner vaitn Adrian
Tuswandi, S.H schagai Ketua Majelis, Syamsu Rizal, S.E dan Sondri, S.Pd masing-
masing sebagai Amggota Majelis, pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 dan
dincapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Jum*at tanggal 7 Desember
2018 olch Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebul di atas dengan didampingi
Kiki Fko Saputrs, S.H sehagai Panitern Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan
Termohon.
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Anggota Majelis Anggota Majelis
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Syamsu Rizal. 8.F Sondri, 5.Pd
Paniters Pengganti
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Kiki Eko Saputra, S.H

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesusi dengan salinya divmumkan hepads sy arukat
berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahon 2008 lentang Keterbukaan Informas:
Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor | Tahun 2013
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padiing, 7 Besember 2018
/7 Punivet Penggacsi
f?



